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Abstract. This study explores legal certainty and consumer protection in the non-financial sharia sector
through halal certification and product labeling in Indonesia. Indonesia, which has a Muslimpopulation
of87.2% of its total population, has great potential in the halal economy and ranks third globally in the
halal industry after Malaysia and Saudi Arabia. However, this progress faces serious challenges in the
implementation of halal certification, which affects legal certainty for businesses and the protection of
Muslim consumers. These issues include unclear procedures, uncertain policies, minimal supervision, and
differences in understanding between certification bodies and businesses. This study applies a normative
juridical method with a literature review approach to relevant regulationssuch as Law Number 33 0f2014
concerning Halal Product Guarantee, Government Regulation Number 42 0f2024, and an analysis ofhalal
certification implementation in the culinary, cosmetics, halal tourism, and logistics sectors.
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Abstrak. Studi ini mengeksplorasi kepastian hukum serta perlindungan konsumen dalam sektor non-
keuangan syariah melalui sertifikasi halal dan pelabelan produk di Indonesia. Indonesia, yang memiliki
mayoritas penduduk muslim sebesar 87,2% dari total populasi, memiliki potensi besar dalam ekonomi halal
dan berada di peringkat ketiga global dalam industri halal setelah Malaysia dan Arab Saudi. Namun,
kemajuan ini menghadapi tantangan serius dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang memengaruhi
kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan perlindungan konsumen Muslim. Masalah tersebut mencakup
ketidakjelasan dalam prosedur, kebijakan yang tidak pasti, minimnya pengawasan, serta perbedaan
pemahaman antara lembaga sertifikasi dan pelaku usaha. Studi ini mengaplikasikan metode yuridis
normatif dengan pendekatan kajian pustaka terhadap peraturan yang relevan seperti Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024,
serta analisis pelaksanaan sertifikasi halal di sektor kuliner, kosmetik, pariwisata halal, dan logistik.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian hukum sudah memiliki dasar yang kuat
lewat regulasi formal dan lembaga BPJPH, MUI, dan LPH dengan dua skema sertifikasi, yaitu reguler dan
self-declare. Akan tetapi, pelaksanaan di lapangan tetap mengalami kendala struktural dan teknis seperti
minimnya pengawasan setelah sertifikasi, rendahnya tingkat pemahaman halal di kalangan pelaku UMKM,
terbatasnya jumlah auditor halal, biaya sertifikasi yang tinggi, dan lemahnya penegakan sanksi terhadap
pelanggaran. Kasus Ayam Widuran di Surakarta pada 2025 menunjukkan adanya perbedaan besar antara
peraturan dan praktik aktual dalam melindungi konsumen terhadap produk pangan tanpa kemasan. Studi
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ini menganjurkan penguatan sinergi antar lembaga, peningkatan pendidikan dan bimbingan bagi pelaku
usaha serta konsumen, digitalisasisistem pengawasan yang terintegrasi, penegakan hukumyang lebih ketat,
serta pelaksanaan yang efektif dari Masterplan Industri Halal Indonesia 2023-2029 guna mewujudkan
kepastian hukumdan perlindungan konsumen yang optimal dalam ekosistem bisnis non-keuangan syariah
di Indonesia.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Perlindungan Konsumen, Sertifikasi Halal

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar
87,2% dari total populasi. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki potensi besar dalam
pengembangan ekonomi dan industri berbasis syariah, khususnya pada sektor non-keuangan
seperti makanan, logistik, kosmetik, dan farmasi. Laporan State of the Global Islamic Economy
Report (2019) menempatkan Indonesia pada peringkat tiga besar dunia dalam industri halal, yang
menunjukkan peran strategis Indonesia dalam perekonomian global serta meningkatnya
permintaan konsumen terhadap produk dan layanan halal.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen Muslim,
pemerintah Indonesia menetapkan kewajiban sertifikasi halal melalui Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia
(MUI). Selain itu, pemerintah menyusun Masterplan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-
2029 sebagai strategi nasional untuk meningkatkan daya saing industri halal, memperkuat
infrastruktur dan pembiayaan, serta menciptakan lapangan kerja. Namun, efektivitas kebijakan
tersebut sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha dan konsistensi implementasi regulasi di
lapangan.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penerapan sertifikasi halal masih menghadapi
berbagai kendala, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hambatan
administratif, keterbatasan lembaga pemeriksa halal, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha
menyebabkan proses sertifikasi berjalan lambat dan berpotensi merugikan pelaku usaha maupun
konsumen Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara
sistematis permasalahan sertifikasi halal dan perlindungan konsumen, guna mendukung
pertumbuhan UMKM serta keberlanjutan ekonomi syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan yuridis normatif (penelitian doktrinal), menggunakan pendekatan
perundang-undangan (pandangan statute) dan konseptual (pandangan konseptual). Metode ini
dipilih karena penelitian ini berkonsentrasi pada analisis norma hukum yang mengatur labelisasi
syariah dan sertifikasi halal dalam konteks perlindungan konsumen, serta untuk memberikan
keamanan hukum bagi pelaku usaha non-keuangan syariah. Data yang digunakan terdiri dari data
primer seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Fatwa DSN-MUI, dan undang-undang lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan jaminan produk halal. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan
hukum sekunder seperti literatur ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, laporan lembaga pemerintah
seperti BPJPH, dan karya ilmiah tentang aspek hukum dan ekonomi syariah selama lima tahun
terakhir. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman terhadap istilah hukum yang relevan, bahan
hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan. Ini melibatkan
meninjau publikasi akademik dari jurnal nasional dan internasional, serta sumber hukum dari situs
resmi pemerintah dan lembaga keagamaan. Setiap data dikategorikan berdasarkan tema, seperti
keyakinan hukum sertifikasi halal, labelisasi syariah, dan perlindungan pelanggan. Setelah data
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dikumpulkan, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Ini mencakup
menafsirkan, membandingkan, dan mengevaluasi peraturan dan literatur terkait untuk
menentukan kesesuaian antara teori dan praktik hukum yang berlaku. Untuk menilai sejauh mana
peraturan saat ini memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, analisis bahan hukum,
interpretasi aturan, dan argumen hukum diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Syariah di Indonesia dalam

Menjamin Legalitas Bisnis Non-Keuangan Syariah

Kepastian hukum mengenai sertifikasi halal dan labelisasi syariah di Indonesia telah
mendapatkan landasan yang kokoh melalui regulasi formal dalam Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Peraturan ini mengharuskan setiap produk
yang ada di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Produk Halal (BPJPH), berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2024 semakin memperijelas periode transisi untuk implementasi sertifikasi halal wajib, di mana
untuk usaha menengah dan besar mulai berlaku pada 18 Oktober 2024, sementara usaha mikro
dan kecil diberi kelonggaran sampai 17 Oktober 2026 (BPJPH, 2024). Dalam UU Nomor 33
Tahun 2014 (Pasal 56) juga dijelaskan bahwa terdapat konsekuensi jika Pelaku Usaha tidak
menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Secara struktural, peraturan itu telah
menegaskan adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha serta konsekuensi jika pelaku melakukan
pelanggaran, karena menetapkan norma, prosedur, serta badan yang berwenang dalam
pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia.

Dalam ranah bisnis non-keuangan syariah, seperti sektor kuliner, kosmetik, pariwisata
halal, dan logistic, sertifikasi halal dan labeling syariah berperan sebagai jaminan legalitas yang
memastikan produk serta layanan sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikasi ini tidak hanya
meningkatkan keyakinan konsumen, tetapi juga memperkuat kedudukan hukum pelaku usaha
dalam kompetisi pasar domestik dan internasional. Menurut Aliyanti (2022), sertifikasi halal
menghasilkan efek hukum yang berupa pengakuan resmi terhadap standar produk serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha yang mengikuti regulasi. Sebagai
catatan, penelitian oleh Khayati, Kalimah, dan Agustin (2024) menegaskan bahwa penerapan
strategi BPJPH melalui digitalisasi pendaftaran SIHALAL dan skema self-declare untuk UMKM
mempercepat proses sertifikasi, yang berkontribusi pada peningkatan kepastian hukum hingga di
sektor usaha kecil dan menengah.

Dalam membantu mekanisme implementasi kepastian hukum, prosedur pendaftaran
sertifikasi halal telah diatur dalam platform digital SIHALAL. Sertifikasi halal menurut panduan
resmi BPJPH dilakukan melalui dua skema, yaitu skema reguler dan skema self-declare, yang
keduanya dimulai dengan pendaftaran melalui sistem digital tersebut. Pada skema reguler, pelaku
usaha mengunggah dokumen persyaratan seperti daftar bahan, proses produksi, Sertifikat halal.
Pada skema ini, pelaku usaha mendapatkan Sertifikat halal, yang dilakukan melalui dua skema,
yaitu skema reguler dan self-declare, terlebih dahulu harus mendaftar melalui sistem SIHALAL.
Pada skema reguler, pelaku usaha mengunggah dokumen persyaratan seperti daftar bahan, proses
produksi, dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH), dan bukti fasilitas produksi, kemudian
BPJPH menugaskan LPH untuk melakukan pemeriksaan atau audit halal di lokasi usaha. Hasil
pemeriksaan ini dijadikan bahan dalam sidang fatwa halal MUI untuk menetapkan kehalalan
produk sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sementara itu, skema self-declare
diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMK) dengan produk berisiko rendah
yang seluruh bahan dan prosesnya sederhana dan pasti halal. Pelaku usaha cukup mengisi
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pernyataan mandiri kehalalan produk di SIHALAL, melampirkan bukti pendukung, serta
mengikuti pendampingan proses produk halal (PPH) oleh pendamping PPH yang telah ditunjuk.
Dalam skema ini tidak ada audit LPH maupun sidang fatwa, namun BPJPH tetap melakukan
verifikasi administratif dan substantif sebelum sertifikat halal dikeluarkan. Dengan demikian,
kedua skema berjalan sesuai pedoman BPJPH, namun berbeda dalam tingkat pemeriksaan,
kompleksitas dokumen, serta lembaga yang terlibat.

Aspek penting lainnya dari kepastian hukum adalah penerapan Sistem Jaminan Produk
Halal (SJPH). SJPH menjamin bahwa produk tidak hanya mendapatkan sertifikasi di awal
produksi, tetapi juga diawasi secara berkelanjutan melalui proses audit internal dan eksternal.
Dewi Faikoh dan Anwar (2025) dalam studinya mengenai pelaku usaha mikro di Jepara
mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap SJPH sangat dipengaruhi oleh keberadaan
pendampingan dari pemerintah daerah serta lembaga pendukung. Tanpa dukungan, banyak usaha
mengalami kesulitan dalam menjaga kepatuhan administratif yang menjadi dasar keabsahan
sertifikat halal mereka.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa kepastian hukum mengenai sertifikasi halal dan
labelisasi syariah di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kokoh, baik dalam aspek
normatif maupun kelembagaan. Akan tetapi, kepastian hukum secara faktual, yaitu kepastian
dalam implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum masih belum sepenuhnya terjalin.
Harmonisasi antara BPJPH, MUI, dan lembaga terkait lainnya dibutuhkan untuk mencegah
tumpang tindin kewenangan. Pemerintah juga harus memperkuat dukungan untuk UMKM,
meningkatkan transparansi publik sertifikat halal melalui sistem digital yang terintegrasi, serta
menegakkan sanksi bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan label halal atau syariah. Langkah-
langkah tersebut akan memastikan bahwa kepastian hukum tidak hanya sekadar aturan di atas
kertas, tetapi juga nyata dalam pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Non-Keuangan yang telah
Bersertifikat Halal dan Berlabel Syariah, serta Kendala dalam Implementasinya

Perlindungan hukum konsumen terhadap produk non-keuangan yang memiliki sertifikat
halal dilakukan secara preventif berdasarkan UU JPH dan didukung oleh pengawasan BPJPH.
Dalam landasan normatif lainnya juga terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang
juga berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Menurut
penelitian Fachruddin (2024), lembaga sertifikasi halal berperan penting dalam membangun
kepercayaan konsumen melalui standar produksi, audit, dan verifikasi yang ketat. Penelitian
tersebut menekankan bahwa kejelasan prosedur sertifikasi serta transparansi informasi menjadi
pondasi utama perlindungan konsumen, mulai dari tahap sebelum produksi hingga proses
pemasaran. Hal ini didukung oleh temuan Utami dkk. (2023) yang menyebutkan bahwa
pemasangan label halal pada produk UMKM bukan hanya tuntutan administratif, tetapi juga alat
pencegahan agar konsumen tidak membeli produk yang memiliki status kehalalan yang tidak
jelas.

Selain UU JPH, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) yang berperan sebagai payung hukum tambahan untuk menuntut tindakan pelaku usaha
yang memberikan informasi produk yang menyesatkan, termasuk klaim kehalalan. Dalam
praktiknya, mekanisme pengaduan dan sanksi berdasarkan UUPK membantu memperkuat upaya
sertifikasi halal guna melindungi hak konsumen. Dalam penerapan di lapangan, efektivitas
hubungan antara UUPK dan proses sertifikasi atau labelisasi halal bergantung pada kemampuan
pengawasan, transparansi informasi pada label, serta pengetahuan konsumen dan pelaku usaha.
Selain itu, hasil evaluasi dan studi kebijakan menunjukkan bahwa diperlukan sinkronisasi antara
wewenang BPJPH, mekanisme penegakan UUPK, serta dukungan pendidikan bagi UMKM agar
sertifikat dan label halal tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mencegah
pelanggaran dan memudahkan pemulihan hak konsumen jika terjadi kesalahan.

Disamping perlindungan yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, perlindungan
hukum juga memberikan efek jera kepada para pelaku usaha ketika ada pelanggaran terhadap
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standar halal atau informasi produk. Hasil penelitian Rahmawati (2021) menyatakan bahwa
konsumen memiliki hak untuk menggugat perusahaan yang melakukan kesalahan dalam
memberikan informasi halal, terutama pada produk makanan yang tidak dikemas seperti daging
atau ayam potong. Sanksi yang bisa dilakukan mencakup pencabutan izin usaha, menarik produk
dari pasar, hingga hukuman pidana jika terjadi pemalsuan label halal. Penelitian ini menunjukkan
bahwa cara perlindungan hukum ini bisa efektif jika pemerintah dan lembaga terkait mampu
menyelidiki pelanggaran dan merespons laporan konsumen dengan cepat.

Implementasi perlindungan hukum untuk produk yang bersertifikat halal dan berlabel
syariah masih mengalami berbagai masalah struktural dan teknis. Menurut studi Syamsudin
(2022), pengawasan setelah produk sampai ke pasar masih kurang memadai, terutama pada
barang yang melalui proses distribusi yang panjang, sehingga rentan terkontaminasi atau tidak
memenuhi standar kebersihan. Di sisi lain, penelitian Sari dkk. (2024) pada usaha mikro kecil
menengah menunjukkan bahwa banyak pengusaha masih kurang memahami cara mendapatkan
sertifikasi halal, sementara konsumen juga belum sepenuhnya bisa membedakan label yang asli
dan palsu. Kurangnya pemahaman, keterbatasan jumlah auditor halal, serta biaya sertifikasi yang
mahal bagi UMKM menjadi hambatan yang sering muncul dalam berbagai penelitian terbaru.

Kasus Ayam Widuran yang terjadi di Surakarta awal tahun 2025 menjadi bukti nyata
bahwa perlindungan hukum terhadap produk pangan non-kemasan yang dianggap halal masih
kurang baik. Dalam kasus ini, pelaku tidak memberikan informasi kepada konsumen muslim
terkait produk yang dijual mengandung minyak babi dan tidak memiliki sertifikasi halal. Jika
dilihat dari hasil penelitian sebelumnya, seperti temuan Rahmawati (2021) yang menyoroti
kelemahan pengawasan terhadap daging non-kemasan dan temuan Syamsudin (2022) mengenai
ketidakteraturan dalam fase pasca-pasar, maka kasus ini menunjukkan bahwa pola masalah yang
sama terus berulang, yakni kontrol pemerintah atas rantai distribusi produk hewani masih tidak
memadai. Selain itu, penelitian Sari dkk. (2024) yang menemukan bahwa literasi tentang halal
pada pelaku usaha UMKM masih rendah juga sangat relevan, karena tindakan tersebut didorong
oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai aturan kehalalan dan minimnya edukasi dari
lembaga terkait. Dengan demikian, kasus Ayam Widuran 2025 menunjukkan bahwa hukum yang
ada belum cukup efektif tanpa adanya peningkatan pengawasan di lapangan serta penanaman
nilai-nilai halal secara internal oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi
konsumen terhadap produk non-keuangan yang bersertifikat halal dan berlabel syariah secara
normatif sudah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam bentuk pengawasan sebelum
produksi maupun setelah produksi. Namun, tingkat keberhasilan perlindungan tersebut masih
bergantung pada bagaimana aturan tersebut diterapkan di lapangan, khususnya dalam hal
pengawasan setelah produksi, kesadaran pelaku usaha, dan tingkat pemahaman masyarakat
tentang halal. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa hambatan seperti
kurangnya pemahaman dari pelaku usaha, sistem pengawasan yang lemah, dan jumlah auditor
halal yang terbatas masih menjadi masalah utama. Kasus Ayam Widuran di Surakarta pada tahun
2025 membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara aturan dan praktik nyata, karena
meskipun peraturan halal sudah jelas, pelanggaran dalam proses produksi tetap terjadi karena
kurangnya pengawasan dan penguasaan pengetahuan. Oleh karena itu, untuk menciptakan
perlindungan konsumen yang lebih baik, diperlukan peningkatan kerja sama antar lembaga,
penguatan pendidikan tentang halal bagi pelaku usaha dan konsumen, serta penerapan hukum
yang lebih ketat terhadap pelanggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepastian hukum mengenai sertifikasi halal dan labelisasi syariah di Indonesia telah
didukung oleh regulasi yang solid melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk
Halal serta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 42 Tahun 2024. Regulasi itu secara jelas
menetapkan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia,
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menentukan masa transisi penerapan sertifikasi untuk UMK dan usaha menengah-besar, serta
memberikan kepastian tentang mekanisme pendaftaran melalui platform resmi SIHALAL dalam
dua skema: reguler dan self-declare. UU JPH juga menetapkan konsekuensi hukum yang tegas,
termasuk sanksi penal dan denda untuk pelaku usaha yang tidak mempertahankan kehalalan
produk. Di samping itu, peraturan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) menegaskan
aspek kepatuhan yang berkelanjutan setelah sertifikat dikeluarkan. Secara keseluruhan, struktur
regulasi ini menunjukkan bahwa dasar normatif dan kelembagaan telah dibangun secara
menyeluruh untuk memastikan kepastian hukum dalam sertifikasi halal dan pelabelan syariah di
Indonesia. Namun, efektivitas perlindungan itu masih terhalang oleh berbagai faktor
implementasi seperti kurangnya pengawasan pasca-produksi, rendahnya pemahaman halal dari
pelaku usaha dan konsumen, keterbatasan jumlah auditor, serta minimnya pendidikan dan
koordinasi antar instansi terkait. Kasus Ayam Widuran 2025 menegaskan bahwa walaupun
regulasi sudah tegas, ketidaksiapan dalam sistem pengawasan dan kurangnya pemahaman dari
para pelaku bisnis mengakibatkan pelanggaran terus berlangsung. Oleh karena itu, penguatan
perlindungan hukum di masa depan memerlukan peningkatan kemampuan pengawasan,
pendidikan halal yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar hak-hak
konsumen benar-benar terlindungi secara substansial, tidak hanya secara normatif.
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